BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  04   TAHUN 2006

TENTANG

KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA INDUSTRI

DI LOKASI INDUSTRI PIYUNGAN

BUPATI BANTUL

Menimbang  
: 
a. 
bahwa pembangunan Lokasi Industri Piyungan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendukung terwujudnya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan hidup;



b. 
bahwa dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di Lokasi Industri Piyungan, perlu kebijakan pengaturan yang terintegrasi dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Industri di Lokasi Industri Piyungan;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;



3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;



4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan PamerintahPengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentng Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;



5.
Peraturan Pamerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang  1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;



6. 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



7. 
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri jo. Keputusan Presiden Nomor 98 Tahunh 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989;



8.
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/S/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;



9.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan;


10.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;



12.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;



13.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan;



14.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2003 tentang Izin Indistri di Kabupaten Bantul;



15.
Keputusan Bupati Bantul Nomor 499 Tahun 2001 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kawasan Industri Piyungan Kabupaten Bantul;


16.
Keputusan Bupati Bantul Nomor 212 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;



17.
Kaputusan Bupati Bantul Nomor 394 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;



18.
Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan jo. Keputusan Bupati Bantul Nomor 191 Tahun 2003;



19.
Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan
:
Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134/0033, tanggal 6 Januari 2001, perihal Ijin Penggunaan Tanah Kas Desa Desa Sitimulyo, Kec. Piyungan di Kabupaten Bantul;
MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA INDUSTRI DI LOKSI INDUSTRI PIYUNGAN
Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1.
Lokasi Industri Piyungan adalah lokasi industri di Kecamatan Piyungan dengan batasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


2.
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul.


3.
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.


4.
Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
Pasal 2


(1)
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan menggunakan tanah di dalam Lokasi Industri Piyungan, tidak diperlukan lagi izin sebagai berikut :


a.
klarifikasi atau izin lokasi dari Kantor Pertanahan



b.
izin industri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi



c.
izin gangguan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.


(2)
Izin selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersidat teknis dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi..

Pasal 3

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun di dalam Lokasi Industri Piyungan wajib melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, dengan ketentuan sebagai berikut :


a.
usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL yang akan dibangun di dalam Lokasi Industri Piyungan yang sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup;

b.
usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kawasan;

c.
usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajim AMDAL yang akan dibangun di dalam Lokasi Industri Piyungan wajib melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang penyusunannya dibawah pembinaan dan dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi selaku instansi yang membidangi usaha dn atau kegiatan atau nstansi yang berwenang melakukan pembinaan teknis usaha dan atau kegiatan;

d.
koordinasi sebagaimana dimaksud huruf c dilaksanakan dengan instansi terkait, dan penerbitan rekomendasi atas dokumen dimaksud dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan selaku instansi yang berwenang mengendalikan dampak lingkungan hidup Kabupaten Bantul, yang harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil koordinasi.


c.
Pemberkasan berdasarkan kesamaan Urusan (dosier).

Pasal 4
    Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.





Ditetapkan di Bantul





Pada tanggal   1 Mar 2006





BUPATI BANTUL,





M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 3 Tahun 2006
Tanggal 1 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, B.Sc. MMA

          (Pembina Utama Muda, IV/C)

                   NIP. 490017858
